BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Pengaturan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis, diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian ~ Sengketa, namun undang-undang tersebut tidak
menentukan dengan jelas dan tegas mengenai mekanisme atau prosedur
mediasi karena mediasi hanya diatur dalam satu pasal saja. Mekanisme
penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi di Pengadilan selanjutnya
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Mediasi di Pengadilan. Sedangkan perbedaan mediasi di luar Pengadilan
terletak pada kesepakatan yang akan dicapai dan dilaksanakan oleh para
pihak.

2. Sengketa bisnis adalah sengketa yang timbul diantara para pihak yang
terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis/perdagangan. Berkaitan
dengan hal tersebut, formulasi pengaturan tentang penyelesaian sengketa
bisnis melalui mediasi perlu adanya landasan hukum yang jelas dan tegas
berupa pengaturan dalam undang-undang agar menjamin kepastian
hukum. Mekanisme pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa
bisnis dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di
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Pengadilan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian
sengketa bisnis baik didalam maupun diluar pengadilan. Kualifikasi
mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis haruslah seorang Hakim
atau ahli hukum yang menguasai tentang seputar hukum bisnis dan
mempunyai sertifikat mediator dari lembaga yang telah memperoleh
akriditasi dari Mahkamah Agung RI. Pengangkatan mediator juga harus
memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang
berhubungan dengan masalah sengketa para pihak.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perkembangan praktik mediasi semakin meluas. Praktik mediasi dalam
penyelesaian sengketa bisnis pun mediasi sangat diperlukan. Hal ini lah
yang menjadi urgensi perlu adanya penambahan pasal dalam Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa terkait mediasi agar setiap praktik mediasi memiliki sebuah
pedoman yang pasti dan jelas agar memberikan kepastian hukum
khususnya dalam penyelesaian sengketa bisnis bagi para pelaku usaha.

2. Dalam rangka pembaharuan hukum terkait pengaturan mengenai
penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi, bahwa perubahan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa harus segera dilakukan dengan cara penambahan
beberapa pasal mengenai mediasi, khususnya terkait dengan mekanisme

pelaksanaan mediasi baik didalam ataupun diluar pengadilan agar
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menjamin kepastian hukum. Selain mengenai mekanisme pelaksanaan
mediasi, ketentuan yang perlu ditambah adalah mengenai kualifikasi
mediator. Mediator berperan sangat penting dalam jalanannya mediasi

sehingga mencapai perdamaian bagi para pihak yang bersengketa bisnis.



